
PERATURAN KEPALA DESA NGILE
KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN

NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFII(ASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA NGILE

PEMERINTAH DESA NGILE I(ECAMATAN
TULAKAN I(ABUPATEN PACITAN

TAHUIT 2026



k mde N ile mail.conr

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KECAMATAI{ TUTAKAN

KANTOR DESA NGILE
Alamat : Desa Ngile - Kecamatan Tulakan - Kabupaten Pacitan Kode Pos 63571

Website r.id Email:

KEPALA DESA NGILE
KABUPATEN PACITAN

PERATURAN KEPALA DESA NGILE
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA NGILE

KEPALA DESA NGILE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Ngrle,

Aparatur Pemerintah Desa dan pegawai Pemerintah Desa

Ngile dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian

dari siapapun juga yang berhubungal dengan jabatan

dan/ atau pekerj aannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa

tentang Pedoman Pengendalian Gratilikasi di Lingkungan

Pemerintah Desa Ngile;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Timur;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

387 4l sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 20O1 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a1s0);

4. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4250) sebagaimana telah diubah beberapa ka,li terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahal Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2OO2 tentar:lg Komisi Pemberaltasal Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Keq'a (l,embaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keda

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tenlang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2Ol4 lentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentalg Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2Al7 le-rrtang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2O15

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

12221;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2077 tentang

Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 122311'

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16

Nomor 6);

I 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02

Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun

2015 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6,

Tambahan l,embaran Daera]r Kabupaten Pacitan Nomor

s);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 37 Tahun

2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-

Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa di Kabupaten

Pacitan Tahun 2O18 Nomor 37, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun

2O16 tentang Pemilihan Kepa-la Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2023 ter:tang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2O16 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah



Kabupaten Pacitan Tahun 2O23 Nomor 3);l,embaran

Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun

2Ol8 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Pacitan Tahun 2O18 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 71 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Tahun 2017 Nomor 71);

18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Pacitan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa

(Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2OI9 Nomor 9);

19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018 tentang

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pacitan

(Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor

371;

2O. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 08 Tahun 2O2O tentang

Badan Permusyawarata-n Desa (Berita Daerah Kabupaten

Pacitan Tahun 2020 Nomor 08);

21. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2O2l tentang

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah

Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 18);

22. Peratrrran Desa Ngile Nomor 9 Tahun 2O2O tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Lembaran Desa Ngile Tahun 2020 Nomor 9);

23. Peraturan Desa Ngile Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngile

Tahun 2023 Nomor 6);



Menetapkan

24. Peraturan Desa Ngile Nomor 6 Tahun 2O2l tentang

Pendirial Badan Usaha Milik Sumber Makmur Desa

Ngile (Lembaran Desa Ngile Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DESA NGILE

BAEI I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngile Kecamatan Tulakan Kabupaten

Pacitan.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggaralan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

4. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Ngile.

5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu

Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan

koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan

unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk

pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.



6. Pejabat / Pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Ngile

yang selanjutnya Pejabat/Pegawai adalah Kepala Desa

Ngile, perangkat Desa Ngile, pegawai Desa, Pengawas

BUM Desa, Direksi BUM Desa, Pegawai BUM Desa,

Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah

Desa Ngile.

7. Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat Kepala

Desa setelah mendapat Persetujuan Badan

Permusyawaratan Desa.

8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat

BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oieh

Desa Ngile guna mengelola usaha, memanfaatkan aset,

mengembangkan investasi dan produktivitas,

menyediakal jasa pelayalan, dan/atau menyediakan

jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa Ngile

9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya

disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen

dengan tugas dan wewenang melakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi, yalg dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1O. Gratifikasi adalah pemberian dalam arli luas, yakni

uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa

bunga, tiket pe{alanan, fasilitas penginapan,

pedalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan

fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri

maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana

elektronik.

11. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang

bertujuan untuk mengendalikan penerimaan



gratilikasi secara transparan darr akuntabel melalui

serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif
badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat

untuk membentuk lingkungal pengendalian gratifikasi.

12. Unit Pengendalian Gratifikasi Desa yang selanjutnya

disebut UPG adalah unit keda yang bertanggungiawab

untuk menjalankan fungsi pengendalian Gratifrkasi di

lingkungan Pemerintah Desa.

13. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan,

sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang

memberikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi.

14. Formulir Pelaporal Gratifikasi adalah lembar isian yang

ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non

elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.

15. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor

adalah Pegawai yang menerima/ menolak gratifikasi

yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui

UPG.

16. Pegawai Negeri meliputi :

a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana;

c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan

negara, daerah atau desa;

d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu

korporasi yang menerima bantuan dari keuangan

negara, daerah atau desa;

e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi

lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari

negara atau masyarakat.



17. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau 1'udikatif,
dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya

berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai

dengan ketentuarr peraturan perundang-undangan.

18. Konflik kepentingan adalah kondisi dari

Pejabat / Pegawai yang patut diduga memiliki

kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi

pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak

patut.

19. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi

Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan

jabatannya.

20. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian

yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk,

persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan

memenuhi prinsip kewajaran.

21. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan

internal instansi di mana terdapat interaksi langsung

terkait kedinasan.

22. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta

asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari

rata-rata kurs jual dan kurs beli
pada hari tertentu.

Pasal 2

(1) Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk
memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara

dan Pegawai Negeri dalam memahami, mengendalikan

dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah

Desa.

(21 Peraturan Kepala Desa ini bertujuan:



a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman

aparatur desa dan pegawai tentang gratifrkasi;

b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara dan

Pegawai Negeri terhadap ketentuan gratifikasi;

c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya ke{a
yang transparan dan akuntabel di lingkungan

Pemerintah Desa;

d. membangun integritas Penyelenggara Negara dan

Pegawai Negeri yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme; dan

e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik

atas penyelenggaraan layanan oleh Pemerintah

Desa.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

(i) Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri wajib

menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal

berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan

dengan kewajiban atau tugasnya meliputi Gratifikasi

yalg diterima:

a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat

diluar penerimaan yang sah;

b. terkait dengan tugas dalam proses penlrusun€rn

anggaran diluar penerimaan yang sah;

c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan,

audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan

yang sah;

d. terkait dengan perjalanan dinas diluar penerimaan

yang sah/resmi dari Pemerintah Desa;

e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;



f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan

pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/

kesepakatan dengan pihak lain;

h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum. Selama

atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;

i. merupakan hadiah atau souvenir bagi

pegawai/ pengawas/ tamu selama kunjungan dinas;

j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata,

dan/atau voucher oleh Penyelenggara Negara dan

Pegawai Negeri dalam kegiatan yang terkait dengan

pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan

pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan

penugasan yang diterima;

k. dalam rangka mempengaruhi

kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku

kewenangan; dan

l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan

jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas

Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri.

(21 Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri

dilarang memberikan gratifikasi kepada Penyelenggara

Negara dan Pegawai Negeri lainnya yang berhubungan

dengan jabatan dan berlawanan dengal kewajiban atau

tugasnya.

BAB III

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS
GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Pelaporan Gratifikasi

Pasal 4

(U Penyelenggara Negara dan Pegawai

melaporkan penerimaan dan/atau

Negeri wajib

penolakan



Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan

jabatan dan berlawanan dengan kewajibal atau

tugasnya.

(21 Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai

berikut:

a. pemberian dalam keiuarga yaitu kakek/nenek,

bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu,

anak angkat/wali yang sah, cucu, besan,

paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan

keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik

kepentingan;

b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana,

investasi atau kepemilikan saham pribadi yang

berlaku umum;

c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau

organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan,

yang berlaku umum;

d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada

peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar,

workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan

sejenis, yang berlaku umum;

e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar

lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi

atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan

sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik

kepentingan dan berlaku umum;

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan,

perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan

biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang

ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja



yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan

peraturan perundang-undangal yang berlaku;

h. hadiah langsung/undian, diskon /rabat, uoucLrcr,

point rewards, atau suvenir yang berlaku umum dan

tidak terkait kedinasan;

i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan

kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan

kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik

kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode

etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;

j. kompensasi yarrg diterima terkait kegiatan

kedinasan seperti honorarium, transportasi,

akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan

da-lam standar biaya yang berlaku di instansi

penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat

pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan

kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang

berlaku di instansi penerima;

k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan

dalam acara seperti pertunangan, pernikahan,

kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan,

potong gigi, atau upacara adatf agama lainnya, pisah

sambut, pensiun, promosi jabatan;

1. pemberian terkait dengan pertunangan,

pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan,

potong 9191, atau upacara adatf agama lainnya

dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.00O,OO (satu

juta rupiah) setiap pemberi;

m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana

yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami,

istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu

penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat



konflik kepentingan, dal memenuhi kewajaral

atau kepatutan;

n. pemberian sesErma rekan kerja dalam rangka pisah

sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun
yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar

lainnya paling banyak senilai Rp300.0O0,0O (tiga

ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang,

dengan total pemberian tidak melebihi Rp

1.OOO.OOO,OO (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun

dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat

konflik kepentingan;

o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam

bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak

terkait kedinasan paling banyak senilai

Rp20O.0OO,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap

pemberian per orang, dengan total pemberian tidak

melebihi Rp 1.000.000,0O (satu juta rupiah) dalam 1

(satu) tahun dari pemberi yang sama;

p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang

berlaku umum; dan

q. pemberian cendera mata/plakat kepada instalsi
dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan,

baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang

tidak diberikan untuk individu Penyelenggara

Negara dan Pegawai Negeri.

(3) Dalam hal Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai

Negeri menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak

sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan

dan/ atau minuman yang mudah busuk atau rusak,

penerima Grati{ikasi wajib menyampaikannya kepada

UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan

sosial.



Pasal 5

(U Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, bukan dalam bentuk uang,

penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar

pada saat pemberian.

(21 Dalam ha1 penerimaan sebagaimana dimaksud da1am

Pasal 4, dalam bentuk valuta asing, penerimaan

tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta

Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 6

(1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimalsud dalam

Pasal 4 pada ayat (l) dilakukan dengan cara:

a. disampaikan kepada KPK paling lambat 3O (tiga

puluh) hari keda sejak Gratifikasi diterima/ditolak;

atau

b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam

jangka waktu paling lama l0 (sepuluh) hari ke{a
sejak Gratifikasi diterima/ditolak.

(21 UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib

meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam

waktu paling lama 10 (sepuluh) hari ke{a sejak

Gratifrkasi tanggal laporan Gratifikasi diterima.

(3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1)

paling sedikit memuat:

a. identitas pelapor berupa Nomor Induk

Kependudukan, narna, alamat lengkap, dan nomor

telepon;

b. informasi pemberi Gratifikasi;

c. jabatan pelapor Gratifikasi;

d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;

e. uraian jenis Gratifrkasi yang diterima/ditolak;

f. nilai Gratifrkasi yang diterima/ditolak;



g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan

Gratifikasi; dan

h. bukti, dokumen atau data pendukung terkait

Iaporan Gratifikasi.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik,

atau aplikasi sesuai dengan mekalisme yang berlaku.

(5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4\ dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan

Gratifikasi KPK.

Bagian Kedua

Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 7

(1) Penetapan status kepemilikan Gratifrkasi ditetapkan

oleh KPK berupa:

a. Gratifikasi milik Negara; atau

b. Gratifikasi milik penerima.

(21 Dalam hal Gratifikasi ditetapkan berstatus milik

Negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai

berikut:

a. jika pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan

penyerahan uang dan/ atau barang, ma-ka UPG

berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau

barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundalg-undangan;

b. jika pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan

penyerah.an uang dan/ atau barang, maka pelapor

wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung

kepada KPK atau melalui UPG; dan

c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dirnaksud pada

huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor

dan wajib disampaikan paling lambat 7



(tujuh) hari keda sejak diterima Surat Keputusan

Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh pelapor.

(3) Dalam hal Gratifikasi ditetapkan berstatus milik
penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai

berikut:

a. jika pelaporan telah disertai dengan penyerahan

uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi

dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali

uang dan/ atau barang di kantor UPG atau kantor

KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan

Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan

b. jika pelaporan tidak disertai dengan penyerahan

uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan

kepada pelapor perihal status kepemilikan

Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut

dapat dimanfaatkan oleh pelapor.

(4) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam

jrngka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak

Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratihkasi

diserahkan kepala Negara untuk kemanfaatan publik

setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut.

BAB TV

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian

Gratifikasi di Desa dibentuk UPG.

(21 Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pembina : Kepala Desa



b. Ketua : Sekretaris Desa

c. Sekretaris : Kepala Urusan Perencanaan

d. Anggota : Kaur keuangan, kaur TU dan Umum,

kasi pemerintahan, kasi pelayanan,

kasi kesejahteraan dan kepala dusun.

(3) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangar UPG

Pasal 9

UPG mempunyai tugas berupa:

a. menerima, menganalisis dan mengadministrasikan

laporan penerimaan Gratilikasi dari Pegawai Negeri,

Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;

b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan

Gratifikasi, dalarn hal Pegawai Negeri, Penyelenggara

Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan

penolakan Gratifikasi;

c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK

melalui UPG Daerah;

d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan

penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK melalui

UPG Daerah;

e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan,

penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian

Gratifikasi kepada kepala Desa;

f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratilikasi kepada

pihak interna,l dan eksternal instansi pemerintahan,

badan usaha milik Desa;

g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai

dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan



h. melalukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka

pengendalian Gratifrkasi.

Pasa-l 10

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh

Pemerintah Desa, UPG berwenang menentukan

pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK meliputi:

a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk keperluan

penyelenggaraan Pemerinta-han Desa;

b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga

sosial lainnya;

c. dikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi;

d. dikembalikan kepada Penerima Gratifikasi; atau

e. dimusnahkan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan

tugas dan kewenangan UPG ditetapkan dalam petunjuk

teknis ketua UPG.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri atau pihak ketiga

yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap

Peraturan ini, segera melaporkan kepada UPG secara

langsung atau melalui pos I e-maiIUPG.

(21 Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri atau pihak

ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) dijamin kerahasiaannya.



Pasal 13

Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan

pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa.

Pasa-l 14

(1) Seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah

Desa wajib membuat surat pernyataan tentang

penolakan, penerimaan dan/atau pemberian Gratilikasi

secara periodik.

(21 Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibuat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun,

yaitu pada alhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui UPG.

BAB VI

PERLINDUNGAN PEI.APOR

GRATIFIKASI

Pasal 15

(U Pelapor Gratifikasi berhak untuk:

a. memperoleh penjelasan terkait hak dan

kewaj ibannya dalam pelaporan Gratifikasi;

b. memperoleh informasi perkembangan laporan

Gratifikasi; dan

c. memperoleh perlindungan.

{21 Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri atas:

a. kerahasiaan identitas pelapor dalam hal

diperlukan; dan

b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan

harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.



(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berdasarkan permohonan pelapor dan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undalgal,
(41 Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, UPG berkoordinasi

dengan instansi terkait.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk pelaksalaan Peraturan kepala

Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belalja Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap or€rng mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa

Ngile.

Ditetapkan di Ngile
pada tanggal L9 Januai 2026

KEPALA DESA NGILE,

(cap ttd)

ISMAIL

Diundangkan di Ngile
pada 19 Januari 2O26

ESA NGILE,

NO

BERITA DESA NGILE TAHUN 2026 NOMOR 6

DESA

G\"c(ERI--N

UPA



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

XECAMATAN TUI.AXAN

KANTOR DESA NGILE
Alamat: Desa Ngile - Kecamatan Tulakan - Kabupaten Pacitan Kode Pos 63571

Website: Ngile. kdl)a ellaud Email: nen r cles. ne ile(Esmail.com

SURAT EDARAN
Nomor: 1O0.3/ OI /I/2026

TENTANG

HIMBAUAN LARANGAN GRATIFIKASI DARI PENGGUNA LAYANAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA NGILE

Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa
Ngile, maka dihimbau kepada masyarakat, rekanan dan pengguna layanan di
Lingkungan Pemerintah Desa Ngile untuk:
1. Tidak memberikan gratifikasi berupa uang, setara uang (cek, deposito,

voucher, dll) bingkisan, parsel, fasilitas dan bentuk lainnya kepada seluruh
pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Ngile.

2. Menolak segala bentuk permintaan gratiflkasi oleh pegawai yang
berhubungan dengan jabatan/kewenErngan dan berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya seperti uang, setara uang cek, deposito, voucher,
dll), bingkisan, parsel, fasilitas dan bentuk lainnya.

3. Tidak memberikan janji pemberian dana, sumbalgan, hadiah atau sebutan
lainnya kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Ngile
baik secara lisan maupun tulisan. Pelanggaran ini pada prinsipnya karena
penyakahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang berimplikasi pada
tindak korupsi.

4. Melaporkan setiap permintaan atau penawarErn gratifikasi yang
berhubungan dengan jabatan/kewenangan dan berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya dari seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah
Desa Ngile kepada Unit Pengendali Gratifikasi Desa (UPG Desa) Desa
Ngile melalui email: pemdes.ngile(iemail.com whatsapp 08519 8 I 6 6 9 6 8
atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Pacitan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya gratifikasi.
Demikian untuk menjadikan perhatian, agar dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

6EIN

NGILE
e.

t

N



SURAT PERNYATAAN PENOLAI(AN, PENERIMAAN
DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFII(ASI DAN

PENCEGAHAN SUAP

KEPALA DESA DAIT PERANGKAT DESA
DESA NGILE KECAMATAN TULAXAIY

I{ABUPATEN PACITAN
TAHI'N 2026

rt.-
IITII .L I-L.t r rrrtI, I l''Ily
I;BAI'ITII(ASI!

PEMERINTAH DESA NGILE
KECAMATAN TULAI(AN
KABUPATEN PACITAN



SURAT PERNYATAAN PENOLIIKAN, PENERIMAAN DA"IT/ATAU PEMBERI.AN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama
Tempat/tgl lahir
Jabatan
Unit Kerja

:Sum-a.no
: pactfan/ozJuli tgt<.
, Fzfala DLBUq Eulrbcl-fL
, (urtertitah n4o r,igtk

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk
apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Ngile, 19 Janrai 2026
Pembuat Pernyataan

dumaraD

q



SURAT PERNYATAAN PENOLAXAIT, PEIIERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAT SUAP

Yang bertanda tangan dibau,ah ini saya:

Nama
Tempat/tgl lahir
Jabatan
Unit Kerja

, dara6
. Pactlz"n /6 De5ernbcr t jl1: l-?PaLg.qu$ua Butq-
?emenafat" Dea r'a1,1,

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratilikasi dan Suap dalam bentuk
apapun terkait dengan jabatan dal berlawanaa dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat denga:-r sesungguhnya.

Ngile, 19 Januai 2026
Pembuat Pernyataan

dorrto



SURAT PERNYATAAN PENOLAKAT{, PENERIMITAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCF,GAHAN SUAP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama
Tempat/tgl lahir
Jabatan
Unit Keda

, Sul^(i).
, pacttan/ t8 Mrrlul t97t
: Fc@@ \urun Prt/ao
: pcmennfah ?etu N/lte

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratiflkasi dan Suap dalam bentuk
apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Ngile, i9 Januari 2026
Pembuat Pemyataan

Sularrto

/'tr^
\/'



SURAT PERNYATAAN PEITOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCBGAHAN SUAP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama
Tempat/tgl lahir
Jabatan
Unit Kerja

: Dt^ti Ec ttilaulah
:Ercttan | )D dttr.t. 1991
: t c.Si pcmectinta han
' iernerinhor" Q4a Nlll<

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk
apapun terkait dengan jabatan dan berlarrvanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Ngile, 19 Janttai 2O26
Pembuat Pernyataan

\ryl

2ui Enlioaaali



SURAT PERNYATAAN PEITOLAKAN, PENERIMAAIY DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIXASI
DAN PENCBGAIIAN SUAP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama , Beni
iJ-fr,7tgr rur.'i. , lnctan/ t3rJuk' q6?
Jabatan : kaur ,TU dA/1 Ufidn
Unit Kerja : pem?nnfab ?eW ngtle

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk
apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan

$eni



SURAT PERNYATAAI{ PENOLAKAN, PEI{ERI}IAA}I DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAI{ SUAP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama
Tempat/tgl lahir
Jabatan
Unit Keda

: heg Pana(lanh'
: paiclao /of ScPtcmlxr tX91
: ?cL* ?elal^{v,n, pcneiia\ai O*a t'fllte

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratihkasi dan Suap dalam bentuk
apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan

ll

0ett P-anaqanh'



SURAT PERIVYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAI{/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCF,GAHAN SUAP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama
Tempat/tgl lahir
.iabatan
Unit Kerja

, ftnp caLgorc
:Pdc(.tu6 / llJepfenbrr gg3
: vax . ?e se,\ olhteraan
: 
P€rYlear^tau" Defr. I-t4tte

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk
apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan

ftrtF cahqonO

4



SURAT PERNYATAAN PEI{OLI\KAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAIY GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAI{ SUAP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama
Tempat/tgl lahir
Jabatan
Unit Kerja

, /uasilD
: frtc ltan /25 F ebrya( i Lq6o:.7<cat4_,1!u2 J"VgrA: ?efier(nlah O<Sc^ f\.9 tti

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk
apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pemyataan

waiT

w



SURAT PER"I'TYATAAI{ PENOLAI(AT{, PENERIMAAN DAI{/ATAU PEMBERIAI{ GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama
Tempat/tgl lahir
Jabatan
Unit Keda

,SupnSani
,Pac*an/O+ Nooenbcc QA
: YA)r Yeva(YaA
' pcrvre rintat'' -tlesa Nglk

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk
apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januai 2026
Pembuat Pemyataan

, Ff{

tqP n'! ani



SURAT PERIYYATAAN PET{OLAKAN, PET{ERIMAAIT DAN/ATAU PEMBERIAITI GRATIFIXASI
DAN PENCEGAIIAN SUAP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama
Tempat/tgl lahir
Jabatan
Unit Kerja

,Bbi Ha,tanlo
:?act+an /n agurhs g+e
:F<?ala 2urun PagerJo
: pervrertntavr 2eW nnllc

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk
apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang sava emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan

Plbtt Hartonto

,lw



SURAT PERNYATAAN PENOLAXAN, PEI{ERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCF,GAHAIT SUAP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama ,No€r ectl Prtjanto
rempat/tgl lahir :pacLlao /24 freflllggsJabatan : ?Ct^Lc P e(Q(r CA^aAo
unir herja , be$eri^tat" pesra M?tte

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk
apapun terkait dengan jabatan darr berlawanan dengan keu,ajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernvataan

NOe? edt Pri.qanlo

M



SURAT PERNYATAAN PEITOLAKAN, PEITERJMAAI{ DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PEI{CEGAHAT{ SUAP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama
Tempat/tgl lahir
Jabatan
Unit Kerja

, l9A/1frtL
Pactfan/HJunt' t!61

: fgpala Dqc,
' lemeint'ah l2sga rtgllc

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap da-lam bentuk
apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januai 2026
Pembuat Pemyataan

E;rwfrtL-



SURAT PERI{YATAAN PEI{OLAKAN, PEI{ERIMAAT{ DAN/ATAU PEUBERIAN GRATIFIKASI
DAN PET{CEGAIIAI{ SUAP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama
Tempat/tgl lahir
Jabatan
Unit Keda

: Martqo Pr-g2lto
: poct+oi / t7 Met ngl
: eapreBar.s Oerq: pemenala\ zzfoNgllc

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk
apapun terkait dengan jabatan dan berlau,anan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Janwai 2026
Pembuat Pemyataan

Azbrmo fftlooo


